
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketenttra::

Mengingat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturart

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tatrun 2Ol9

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2O, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Tapin tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020;

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah [a.ut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarrrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a286\;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a355);



4.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

hrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

130, Tambatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679l;'

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 2921

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ot9 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2O2O (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 198,

Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6a1O);

5.

6.

7.



9.
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOS Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 45021,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor L7l,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 53aO);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tatrun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7381;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OI4

tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tarrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s533);

10.

11.

72.



13.

4

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggara€u-r Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OLT Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7

tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan

Rakyat Daeralr (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol8

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor

2, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6L781;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 248,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 62791;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OL9

tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 166,

Tambahan kmbaran Negara Republik

t4.

15.

16.

t7.

18.

Indonesia Nomor 6385);



19.
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Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2OL9

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tatrun Anggaran 2O2O

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 22Ol;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Talrun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11

tentang Pembahan Kedua atas Perah:ran

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 20ll Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2OtL tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

@erita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL

Nomor 45O), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

tentang Pembahan Keempat Atas Peratural

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 75al;

20.

2L.

22.



23.

24.

25.

26.

27.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62

Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLT Nomor LO67l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLB Nomor L2l3l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2Ot9 tentang Pedoman Pen5rusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 655);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Talrun 2OO8 Nomor O5), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O9

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5

Tahun 2008 tentang Pembenttrkan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2015 Nomor 09);



30.

28.

29.

32.

33.
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Perahrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01

Tahun 2OL2 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2OL2 Nomor O1);

Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 12

Tatrun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O9

Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor O9);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O9

Tahun 2OtT tentang Pelaksanaan Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tapin (kmbaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2Ol7 Nomor 09, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor O1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04

Tahun 2OL9 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2Ol9 Nomor O4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08

Tahun 2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2OL9 Nomor O8);

31.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2O2O.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O

berjumlah Rp 1 . 389.9 1 1 .900. 738,00 dengan rincian sebagai berilmt:

1. Pendapatan Rp1.092. L21.763.308,OO

2. Belanja Daerah Rp1.386.661.90O.738.00

Surplus/(Defisit) (Rp29a.54O.137.430,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp297.79O.137.430,00

b. Pengeluaran Rp3.25O.OO0.OOO.O0

Jumlah Pembiayaan Netto Rp294.54O.137.430,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,0O

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam:

a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

b. Lampiran Ia Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Berdasarkan Rincian Obyek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaal;

c. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapata:r dan

Belanja Daerah;

d. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan

Besaran Alokasi Hibah; dan

e. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan

Besaran Alokasi Banhran Sosial.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Diundangkan di Rantau

Ditetapkan di Rantau

/^ M. ARIFIN ARPAN

pada tanggal 3O 2019

SEKRETARIS D KABUPATEN TAPIN,

BERITA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OL9 NOMOR 28


